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ABSTRAK

Setiap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap wajib
dilaksanakan. Akan tetapi pada realitanya pada tahun 2023 hanya 42 dari 1.899 perkara yang
putusannya dilakukan secara sukarela serta pada tahun 2024 sejumlah 74 dari 1.118 perkara,
sehingga memerlukan mekanisme yang dapat memastikan putusan dilaksanakan oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Salah satu model eksekusi yang ditentukan Dalam
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni eksekusi otomatis yang memastikan
dalam tenggang waktu 60 hari putusan tidak dilaksanakan maka Keputusan Tata Usaha
Negara yang menjadi objek sengketa sudah tidak berkekuatan hukum tetap lagi. Tujuan
penelitian untuk memberikan mekanisme dan landasan hukum dalam mempercepat tenggang
waktu menjadi 21 hari kerja dengan mengintegrasikan eksekusi ke dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum masyarakat dan
menjaga Badan/Pejabat Tata usaha negara agar tetap patuh pada hukum yang berlaku.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan data sekunder yang didukung dengan
hasil wawancara dengan narasumber yang dituangkan pendapatnya secara tertulis. Hasil
penelitian memperlihatkan belum adanya landasan hukum yang digunakan untuk
mempercepat jangka waktu eksekusi otomatis, disharmonisasi peraturan perundang-
undangan, terdapat kendala berkaitan dengan banyaknya sektor di pemerintahan yang terlibat
dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang belum sepenuhnya terintegrasi dari setiap sektor pemerintahan. Kesimpulan
perlu adanya landasan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada
untuk digunakan dalam mengintegrasikan eksekusi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik serta perlu penataan ulang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
terintegrasi antar sektor pemerintahan.

Kata kunci: Berkekuatan Hukum Tetap, Eksekusi Otomatis, Putusan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

15



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025
"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan”
8 Oktober 2025

Purwokerto

ABSTRACT

Every decision of the Administrative Court that has permanent legal force must be enforced.
However, in reality, in 2023, only 42 of 1,899 cases were voluntarily enforced, and in 2024,
74 of 1,118 cases were voluntarily enforced, thus requiring a mechanism to ensure that
decisions are enforced by administrative bodies/officials. One of the enforcement models
specified in the Administrative Court Law is automatic enforcement, which ensures that if a
decision is not implemented within 60 days, the Administrative Court Decision that is the
subject of the dispute will no longer be legally binding. The purpose of this study is to provide
a mechanism and legal basis for accelerating the period to 21 working days by integrating
enforcement into the Electronic-Based Government System as a form of legal protection for
the community and to ensure that State Administrative Agencies/Olfficials remain compliant
with applicable laws. This study is a normative study using secondary data supported by
interviews with informants whose opinions are recorded in writing. The results of the study
show that there is no legal basis for accelerating the automatic execution period, disharmony
in laws and regulations, obstacles related to the large number of government sectors involved
in the execution of Administrative Court decisions, and an electronic-based government
system that is not yet fully integrated across all government sectors. The conclusion is that
there is a need for a legal basis and harmonization of existing laws and regulations to be used
in integrating enforcement with the electronic-based government system, as well as a need to
reorganize the electronic-based government system so that it is integrated across government
sectors.

Keywords: Legally binding, Automatic enforcement, Administrative court decisions, and
Electronic-based government system

PENDAHULUAN

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan
oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Kewajiban melaksanakan putusan tersebut dapat
ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan Pejabat
Pemerintah harus melaksanakan putusan pengadilan paling lambat 21 hari. Pengabaian
pelaksanaan putusan oleh pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai bentuk
maladministrasi berupa mengabaikan kewajiban hukumnya (Amalia et al., 2024). Bentuk
maladministrasi tersebut dapat dikenai sanksi administrasi sedang.

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah diatur dalam Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketika pejabat pemerintahan mengabaikan putusan
pengadilan, terdapat 3 (tiga) mekanisme eksekusi yang dapat dilakukan jika merujuk pada
Pasal 116 (Abdullah M, 2021). Pertama, mekanisme eksekusi otomatis apabila dalam jangka
waktu 60 hari putusan tidak dilaksanakan, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang
menjadi objek sengketa tidak lagi berkekuatan hukum. Kedua, mekanisme eksekusi hierarki
dengan mengajukan permohonan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat melaksanakan putusan, serta kepada
lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketiga, dengan
mekanisme upaya paksa dalam bentuk uang paksa dan/atau sanksi administratif.
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Pengaturan mengenai eksekusi putusan tata usaha negara juga mewajibkan pelaksanaan
pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pelaksanaan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Silvia et al., 2025). Kewajiban pengawasan ini secara
langsung diperintahkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya
pengawasan seharusnya menjamin perlindungan bagi masyarakat dari tindakan pengabaian
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Idelanya, dengan merujuk pada pengaturan
yang telah ada, eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum
tetap seharusnya tidak menghadapi kendala yang berarti. Hal demikian dikarenakan telah
diatur secara sistematis bagaimana proses pelaksanaan putusan hingga proses pengawasan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Realita data yang diperoleh dari Monitoring Evaluasi Eksekusi DitJen Badilmiltun, pada
tahun 2023 hanya 43 putusan yang dilaksanakan secara sukarela dari jumlah 1899 perkara
putus yang telah berkekuatan hukum tetap atau sekitar 3%, jumlah permohonan eksekusi 256
dari jumlah 1.899 perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap atau sekitar 14%,
sedangkan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan atau selesai hanya 179 putusan setara
dengan 61% dari kseleruhan permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela. Pada tahun 2024
jumlah eksekusi sukarela 74 dari jumlah 1.121 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
atau sekitar 7%, jumlah permohonan eksekusi 119 dari jumlah 1.121 perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap atau sekitar 11%, sedangkan jumlah eksekusi yang terlaksana atau
telah selesai ada 137 putusan atau setara dengan 71% dari total permohonan eksekusi dan
eksekusi sukarela (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung, 2025). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi
eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara tergolong masih rendah, tetapi pelaksanaan eksekusi setelah permohonan eksekusi
terhitung cukup tinggi di atas 50%. Data tersebut juga menunjukan perlu adanya sistem baru
yang mendorong Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap secara sukarela karena pada tahun 2023 dan 2024 pelaksanaan eksekusi sukarela
hanya 10% dari keseluruhan perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

Tidak terlaksananya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menandakan
tidak tercapainya kepastian hukum di masyarakat (Rahim et al., 2023). Kondisi ini
menimbulkan keresahan sosial yang menguatkan rasa pesimisme dan apatisme pada hukum
karena tidak mampu memberikan keadilan dan perlindungan pada masyarakat. Oleh karena
itu, perlu perbaikan sistem eksekusi yang menjamin kepastian hukum di masyarakat. Salah
satu potensi yang digunakan yakni integrasi eksekusi putusan ke dalam Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik. Penggunaan sistem elektronik akan menutup ruang pengabaian putusan
karena pelaksanaan putusan akan secara otomatis dilaksanakan oleh sistem yang telah
terbentuk (Lumbanraja, 2024). Pelaksanaan ini selaras dengan mekanisme eksekusi otomatis
di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya berkaitan dengan petitum
pokok berupa menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa.

Denmark merupakan salah satu negara terbaik dalam indeks perkembangan pemerintahan

berbasis elektronik. Negara ini menerapkan administrasi secara digital mulai dari tahun 2003

dan membawa perubahan besar dalam pemberian layanan publik yang efisien dan maksimal

kepada warga negaranya (Falch & Henten, 2000). Singapura negara di asia tenggara yang

memiliki kerangka kerja kuat mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
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keempat di dunia (Wau & Dompak, 2024). Penerapan di Singapura memberi kontribusi positif
pada tingkat keefektifan pemerintahan dengan memfasilitasi warga negaranya dalam berbagai
layanan, termasuk membayar pajak, pengajuan izin, hingga akses informasi fasilitas dan
informasi pemerintahan yang dapat diakses melalui perangkat portabel (Rahman et al., 2020).
Kedua negara tersebut dapatlah dijadikan contoh keberhasilan penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat meningkatkan tingkat pelayanan publik serta
menjamin perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

Indonesia khususnya dalam hal ini Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan peradilan dengan meluncurkan berbagai aplikasi seperti e-
Court yang diluncurkan pada tahun 2018 dalam rangka mengefektifkan proses persidangan
dengan mengintegrasikan tahapan-tahapan persidangan melalui sistem informasi elektronik.
Selain itu, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Mahkamah Agung pada tanggal
18 Agustus 2023, Mahkamah Agung meluncurkan 5 (lima) aplikasi berbasis Al yakni Court
live streaming, Smart Majelis, lentera 2.0, satu jari, dan e-IPLANS. Aplikasi yang
diluncurkan tersebut berguna untuk mempermudah jalannya persidangan, bahkan
mempercepat proses persidangan (Taufiqurrohman Syahuri & M. Reza Saputra, 2024).
Penelitian ini akan mencoba menelisik kesiapan integrasi eksekusi otomatis sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ke dalam Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik. Sehingga berguna untuk menjadi landasan awal bagi pengembangan
kebijakan dalam menentukan langkah kedepan pengintegrasian eksekusi otomatis ke dalam
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif, dengan menelaah kaidah, norma, atau aturan yang relevan dengan permasalahan
yang diteliti (Soekanto, 2010). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini yakni: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004
jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri
PANRB berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Mahkamah
Agung terkait eksekusi putusan, serta aturan atau norma yang tidak mengikat secara hukum
tetapi memiliki pengaruh terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk mendukung data
sekunder maka dilengkapi pula hasil wawancara dengan narasumber yang dituangkan
pendapatnya secara tertulis.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik secara cetak maupun digital dengan
menelusuri jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta dokumen resmi. Selain itu dilakukan pula
wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Data yang diperoleh dianalisis
secara kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan (Ali, 2010),
mengaitkannya dengan teori hukum dan doktrin sehingga menghasilkan penjelasan-
penjelasan terhadap suatu kebenaran, untuk diperoleh gambaran baru mengenai suatu konsep.
Hasil analisis disusun secara sistematis, logis, dan kritis menggunakan metode deduktif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Eksekusi Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi eksekusi putusan
pada Peradilan Tata Usaha Negara, penting untuk meninjau data pada aplikasi Monitoring
Evaluasi Eksekusi Ditlen Badilmiltun, serta temuan dari penelitian untuk menunjukkan
tingkat kepatuhan pajabat administrasi dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha
Negara. Berikut akan disajikan tabel berkaitan dengan kondisi eksekusi putusan:

Tabel 1. Jumlah Eksekusi Sukarela Tahun 2022 — 2024
No Tahun Jumlah Perkara Putus BHT Jumlah Eksekusi Sukarela Presentase

1 2022 2.228 37 2%
2 2023 1.899 42 3%
3 2024 1.121 74 7%

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun ada perbaikan secara kuantitatif, tingkat
kepatuhan pejabat administrasi dalam pelaksanaan putusan masih jauh dari ideal. Rendahnya
angka eksekusi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural, baik dari sisi regulasi
maupun mekanisme pengawasan, yang perlu segera dibenahi agar Peradilan Tata Usaha
Negara dapat secara efektif menjalankan fungsi perlindungan hukum. Walaupun data ini
tergolong rendah, tetapi perlu dipahami bahwa dari penelitian didapatkan tidak ada norma
yang mewajibkan para pihak melaporkan eksekusi putusan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara sehingga angka yang didapat merupakan hasil laporan dari pengawasan yang
dilakukan pengadilan terkait. Terdapat kemungkinan pula informasi yang tersedia dalam
database ini berisi data yang belum diperbarui.

Tabel 2. Jumlah Permohonan Eksekusi Tahun 2022 - 2024

No Tahun Jumlah Perkara Putus BHT Jumlah Permohonan Eksekusi  Presentase

1 2022 2.228 155 7%
2 2023 1.899 256 14%
3 2024 1.121 119 11%

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Data jumlah permohonan eksekusi tahun 2022-2024 menunjukan terjadi tren fluktuatif dari
permohonan eksekusi. Walaupun persentasenya kecil tetapi ini menandakan bahwa masih
adanya ketidakpatuhan pejabat pemerintah. Masih adanya ketidakpatuhan pejabat pemerintah
ini juga menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi pihak
dalam sengketa tata usaha negara.

Data ini memperkuat argumen bahwa diperlukan mekanisme eksekusi otomatis berbasis
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digital untuk menekan ruang ketidakpatuhan, meningkatkan transparansi, dan memastikan
pejabat pemerintah melaksanakan putusan tanpa harus selalu menunggu permohonan
eksekusi dari pihak yang menang. Hal ini menjadi peluang pemenuhan hak-hak masyarakat
dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan,
khususnya berkaitan dengan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa sehingga tidak memberikan kerugian yang lebih besar pada masyarakat. Disisi lain
dengan mengintegrasikan dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik juga memberikan
kemudahan kepada pejabat pemerintah dalam pelaksanaan putusan serta menjaga agar tidak
mendapat sanksi administratif karena kelalaian ataupun pengabaian terhadap putusan
pengadilan.

Kesiapan Dasar Hukum dan Kelembagaan dalam Mewujudkan Integrasi Eksekusi
Otomatis Putusan

Syarat fundamental dalam merealisasikan integrasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara
dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pertama mengenai kesiapan aspek dasar
hukum. Berdasarkan penelitian dengan menginventarisir regulasi yang ada menunjukkan
ketiadaan landasan hukum yang spesifik, eksplisit, dan komprehensif yang mengatur prosedur
integrasi eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan
awal bagi integrasi eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara serta Peraturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, namun
kedua peraturan perundang-undangan tersebut masih berdiri sendiri-sendiri, belum ada
kesatuan pengaturan yang spesifik mengenai eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha
Negara.

Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara meskipun secara
fundamental telah memberikan konstruksi normatif mekanisme eksekusi otomatis terhadap
Keputusan Tata Usaha Negar yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum apabila dalam waktu
60 hari pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pencabutan (Untoro, 2018),
norma tersebut hanya mengatur prosedur administratif dan kewenangan pengadilan, belum
menyentuh aspek digitalisasi proses eksekusi yang menjamin keabsahan tindakan
administrasi berbasis sistem informasi. Dorongan kebijakan nasional terhadap transformasi
digital birokrasi dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik meski telah menetapkan kerangka besar bagi transformasi digital
pemerintahan, masih memperlihatkan kesenjangan normatif karena tidak mengatur integrasi
fungsi eksekusi pengadilan administratif ke dalam bagian Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik (Ramadhani, 2022). Lebih jauh, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan peradilan secara elektronik (e-Court), belum
merambah ke tahap eksekusi yang dapat diintegrasikan dengan sistem digital (Qalsum &
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Wibowo, 2023). Undang-Undang Administrasi Pemerintahan-pun tidak mengatur kolaborasi
antara pejabat administrasi dengan sistem peradilan dalam eksekusi otomatis.

Ketiadaan landasan hukum yang secara komprehensif mengakomodir mekanisme integrasi
eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik menunjukkan belum terdapat dasar hukum dalam mewujudkan integrasi
eksekusi otomatis. Kondisi demikian memunculkan kebutuhan dalam pembaharuan regulasi
yang dapat menjembatani eksekusi pengadilan administrasi dengan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, sehingga tidak menghilangkan legitimasi mekanisme eksekusi yang
melibatkan tindakan digital (Sofi Yuliniar, 2023). Guna mewujudkan eksekusi otomatis yang
terintegrasi, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih kuat dan eksplisit guna memberi
landasan hukum terhadap integrasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Disamping konstruksi hukum, integrasi dan harmonisasi
hukum mutlak dibutuhkan untuk menyelaraskan regulasi yang ada, sehingga mendukung
penuh kesiapan dasar hukum dalam mewujudkan integrasi eksekusi otomatis. Salah satu yang
perlu diselaraskan adalah berkaitan dengan tenggang waktu pelaksanaan putusan. Berikut
akan disajikan mengenai adanya perbedaan tenggang waktu pelaksanaan putusan berkaitan
dengan pembatalan atau pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan:

Tabel 3. Perbedaan Tenggang Waktu Pelaksanaan Putusan

No Undang-Undang Peradilan Undang-Undang

Tata Usaha Negara

Administrasi Pemerintahan

Pasal 116 memberikan tenggang waktu
60 hari bagi Pejabat Tata Usaha Negara
untuk melaksanakan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, maka
terlampauinya tenggang waktu yang
telah ditentukan ~ mengakibatkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi  objek  sengketa dengan
sendirinya tidak lagi memiliki kekuatan
hukum.

Pasal 64, 65, 66 memberikan tenggang
waktu kepada Pejabat Pemerintah 21 Hari
kerja sejak perintah dari pengadilan untuk
melaksanakan ~ pembatalan ~ maupun
pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara
yang menjadi objek sengketa. Jika
melebihi tenggang waktu dapat dikenai
sanksi administrasi sedang

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Merujuk pada tabel diatas, maka untuk dapat mengintegrasikan eksekusi otomatis ke Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ada penyesuaian tenggang waktu pelaksanaan
putusan. Penyesuaian ini diarahkan kepada percepatan tenggang waktu dari 60 hari ke 21 hari
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kerja, sehingga pejabat pemerintah tidak mendapat sanksi administratif. Pada pihak
masyarakat akan lebih mempercepat proses pelaksanaan putusan, sehingga dapat sesegera
mungkin mendapat kepastian hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

Tinjauan terhadap kesiapan integrasi eksekusi putusan otomatis pada aspek kelembagaan
dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan banyaknya sektor di
pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dilansir
dari website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, terdapat setidaknya terdapat 49 (empat
puluh sembilan) kementerian, serta 10 (sepuluh) lembaga/badan setingkat kementerian pada
tahun 2025 (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2025), serta 546 pemerintahan daerah,
yang terdiri dari 38 pemerintahan provinsi, 416 pemerintahan kabupaten, dan 98
pemerintahan kota berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri. Kompleksitas sektor
pemerintahan tersebut berkaitan dengan struktur birokrasi yang berlapis, kewenangan yang
tersebar, mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda, hingga pola koordinasi antar
sektor yang tidak selalu linier. Kompleksitas sektor pemerintahan tersebut semakin
diperburuk dengan adanya disparitas infrastruktur digital antar instansi pemerintahan, baik
pusat maupun daerah (Kennedy et al., 2024). Kondisi demikian menimbulkan
ketidakseragaman dalam kesiapan teknis, sehingga implementasi integrasi eksekusi putusan
Peradilan Tata Usaha Negara melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak dapat
diimplementasikan secara simultan di seluruh sektor pemerintahan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum sepenuhnya terintegrasi dari
setiap sektor pemerintahan turut menjadi tantangan aspek kelembagaan dalam mewujudkan
integrasi eksekusi putusan otomatis. Penelitian yang dilakukan Setiawan, Prakoso, dan Lestari
menunjukkan bahwa lebih dari 27.000 aplikasi layanan publik yang tersebar di kementerian
dan pemerintah daerah hanya sebagian kecil yang memiliki keterkaitan sistem atau basis data
bersama (Wardana et al., 2025). Fragmentasi sistem digital ini memperlihatkan bahwa setiap
kementerian dan pemerintah daerah cenderung mengembangkan aplikasi secara parsial untuk
kebutuhan internalnya, tanpa mempertimbangkan standar interoperabilitas nasional untuk
saling bertukar data dan memanfaatkannya secara efektif (Siregar & Nasution, 2025).
Ketidakterpaduan sistem informasi antar lembaga menyebabkan duplikasi proses, inefisiensi
birokrasi, dan kebingungan di tingkat pengguna, sehingga menghambat percepatan pelayanan
publik digital (McKinsey Global Institute, 2022).

Pendekatn Whole of Government (WoG) memberikan pandangan bahwa fragmentasi sistem
dipandang sebagai hambatan struktural maupun kultural yang mengurangi efektivitas
pemerintahan dalam menjawab isu-isu kompleks dan multidimensi (Ritonga et al., 2023).
Dalam kerangka eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata Usaha Negara, absennya sistem
yang terintegrasi antar sektor pemerintahan menghambat eksekusi putusan, sehingga
membutuhkan koordinasi lintas sektor. Disisi lain, kondisi ini menyulitkan monitoring dan
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evaluasi pelaksanaan putusan secara real time. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa
kesiapan kelembagaan untuk mewujudkan integrasi eksekusi otomatis putusan Peradilan Tata
Usaha Negara dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuntut penataan ulang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi antar sektor pemerintahan.

KESIMPULAN

Syarat fundamental dalam merealisasikan integrasi putusan Peradilan Tata Usaha Negara
dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum sepenuhnya mendukung
terintegrasinya eksekusi otomatis putusan. Pertama, mengenai kesiapan aspek dasar hukum
pengaturan mengenai eksekusi otomatis belum mengakomodir digitalisasi eksekusi. Masih
terdapat pula perbedaan tenggang waktu pelaksanaan putusan antar undang-undang, sehingga
diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih kuat dan eksplisit memberikan landasan hukum
bagi eksekusi otomatis yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
Kedua, kesiapan kelembagaan terdapat kompleksitas sektor pemerintahan yang sangat banyak
di Indonesia dimana setiap sektor memiliki karakteristik tersendiri serta ketidakterpaduan
sistem informasi antar lembaga. Fragmentasi ini menjadi hambatan struktural maupun
kultural dalam pemerintahan.
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